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CAGAR budaya sesungguhnya ada-

lah bagian dari warisan dan kekayaan

budaya yang harus dilestarikan.

Kedaulatan Rakyat dalam tajuknya

(20/2) menekankan arti penting melin-

dung cagar budaya di DIY, khususnya

eks Hotel Tugu Yogyakarta yang kon-

disinya kini sangat memprihatinkan.

Bangunan eks Hotel Tugu Yogyakarta

dilaporkan kini tidak lagi terurus dan

kondisinya rapuh. Hotel yang pernah

menjadi kebanggaan Yogyakarya, kini

telah berubah menjadi bangunan yang

kumuh, rusak. Bahkan menganggu pe-

nampilan Yogyakarta sebagai salah

daerah tujuan wisata yang membang-

gakan. Kini Dirjen Kebudayaan Kemen-

terian Pendidikan dan Kebudayaan,

Hilmar Farid telah memastikan menyi-

apkan langkah penyelamatan bangunan

cagar budaya yang terletak di sisi timur

Stasiun Tugu, ujung Jalan Margo Utomo

Yogyakarta, 

Secara Teoritis

Dalam UU No 5/1992 tentang Cagar

Budaya sebetulnya sudah ditegaskan ar-

ti penting pelestarian benda-benda cagar

budaya. Sesuai dengan isi Penjelasan

Atas Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1992, di sana telah disebutkan

bahwa perlindungan benda cagar bu-

daya pada dasarnya adalah sebagai sa-

lah satu bentuk upaya pelestarian waris-

an budaya bangsa. Merupakan ikhtiar

untuk memupuk kebanggaan nasional

dan memperkokoh jati diri bangsa. 

Upaya pelestarian benda cagar bu-

daya, secara teoritis sangat besar artinya

bagi kepentingan pembinaan dan pe-

ngembangan sejarah. Juga  ilmu penge-

tahuan dan kebudayaan, serta peman-

faatan lainnya dalam rangka mema-

jukan kebudayaan bangsa demi kepen-

tingan nasional —termasuk untuk ke-

pentingan pembangunan sektor pari-

wisata. Tetapi, yang menjadi masalah:

ketika sebuah kota berkembang makin

gigantis, yang terjadi biasanya adalah

hal-hal yang kontra-produktif. Alih-alih

mempertahankan cagar budaya yang

ada. Justru tidak sekali-dua kali ba-

ngunan cagar budaya dikorbankan un-

tuk simbol modernitas kota.

Disadari bahwa keberadaan dan eksis-

tensi berbagai bangunan dan kawasan

cagar budaya  sesungguhnya adalah

bagian tak terpisahkan dari perjalanan

sejarah sebuah kota. Di kota besar yang

berkembang cepat seperti Yogayakarta,

diakui atau tidak keberadaan benda-

benda cagar budaya seringkali rawan

berubah. Bahkan rawan tergusur kare-

na kurangnya kesadaran masyarakat,

intervensi kekuatan komersial maupun

karena kurangnya dukungan dana serta

ketidakkonsistenan sikap pemerintah

kota dalam melindungi benda-benda ca-

gar budaya.  Sebagai kota metropolitan

yang berkembang pesat, pelan, namun

pasti benda-benda cagar budaya yang se-

mestinya dilindungi mulai tergusur dan

kawasan-kawasan yang seharusnya

dipertahankan peruntukkan-

nya sebagai kawasan budaya,

itu pun tak lagi steril dari pe-

ngaruh kekuatan komersial. 

Ketentuan Hukum

Ada banyak faktor yang

menyebabkan upaya pelestari-

an bangunan dan kawasan ca-

gar budaya  acapkali tersendat,

bahkan gagal. Studi yang di-

lakukan Lembaga Penelitian

Universitas Airlangga (2003)

memerinci kendala penting

yang  biasanya terjadi dalam

upaya melakukan preservasi

dan konservasi bangunan dan

kawasan cagar budaya. Seperti:

(1) belum adanya petunjuk ope-

rasional yang jelas menyangkut

jenis dan cara perlindungan bangunan

yang akan dikonservasi. (2) Sanksi

hukum terhadap pelanggaran dan pem-

berian insentif bagi yang melakukan

konservasi atau preservasi belum

banyak dilakukan.  (3) Belum adanya

aturan dan kepastian dalam hal pembe-

rian subsidi bagi badan atau perorangan

yang berniat untuk melakukan preser-

vasi dan konservasi bangunan cagar bu-

daya. 

Mencegah  cagar budaya di

Yogyakarta tidak terbengkalai dan kota

ini tidak kehilangan jatidirinya, dibu-

tuhkan penerapan ketentuan hukum se-

cara konsisten. Juga tak kalah penting

adalah bagaimana memastikan komit-

men para para perencana pembangunan

dan pimpinan daerah untuk memelihara

eksistensi cagar budaya yang ada.

Artinya,  ada kesungguhan, komitmen,

dan langkah-langkah yang terencana.

Sehingga kesempatan membangun kota

yang berbudaya dan memiliki jatidiri

akan jauh lebih terbuka.  ❑

*) Prof Dr Bagong Suyanto, Dekan

FISIP Universitas Airlangga, pernah

meneliti eksistensi cagar budaya di

Surabaya

Cagar Budaya Hotel Tugu
Bagong Suyanto

Banjir Jadetabek meluas

-- Semua harus waspada

***

Dinkes desak insentif nakes segera cair

-- Ingat, mereka di garda depan

hadapi Covid-19

***

Perempuan harus terdepan dalam

perangi Covid-19

-- Meski masih dianggap ‘kanca

wingking’

Perlukan Badan Manajemen Sampah Plastik Nasional?
SEBUAH pencapaian masuk dalam

salah satu jajaran negara teratas di

dunia adalah kebanggaan tersendiri ba-

gi suatu bangsa, apalagi  peringkat ke-2.

Tapi nanti dulu. Dua besar pencapaian

ini adalah negara ke-dua penyumbang

terbesar sampah plastik di dunia. Me-

nurut  Asosiasi Industri Plastik Indone-

sia (Inaplas) dan Badan Pusat Statistik

(BPS) setidaknya Indonesia meng-

hasilkan 64 juta ton per tahun, dengan

2,3 ton di antaranya dibuang ke laut. 

Plastik di lautan akan menjadi par-

tikel kecil, mikroplastik. Mikroplastik

ini berbahaya karena dapat terdeposit

di dalam tubuh ikan, yang pada akhir-

nya juga akan dikonsumsi manusia.

Sampah plastik memang menjadi per-

soalan yang seolah-olah tidak bisa di-

atasi. Padahal Pemerintah pada 2018

lalu telah menyiapkan Rencana Aksi

Nasional (RAN) (2018 - 2025) sebagai

pengejawanatahan dari PP No 83 Th

2018 tentang  Penanganan Sampah

Laut. RAN telah berjalan selama 3

tahun, namun  apakah efektif?.

Tidak Tegas

Kebijakan terkait sampah plastik

terkesan hanya formalitas dan tidak

tegas. Misalnya kebijakan diet plastik

dengan kantong plastik berbayar.

Konsumen dikenakan beban pembe-

lian kantong plastik hanya Rp 200.

Harga tersebut bukan sesuatu yang

merisaukan konsumen untuk menge-

luarkan biaya ‘receh’ tambahan demi

tetap menggunakan kantong plastik.

Diet plastik untuk masyarakat secara

umum masih bersifat imbauan, terkesan

tidak serius.  

Apakah ada alternatif cara mengenda-

likan sampah plastik yang lebih efektif?

Pasti ada! Namun untuk menghi-

langkan dalam waktu sekejab tidak

mungkin. Penggunaan kantong plastik

telah menjadi kebiasaan bahkan bu-

daya, tidak hanya di Indonesia tetapi ju-

ga di negara-negara lain di dunia. Untuk

mengubah, membutuhkan waktu yang

tidak singkat dan perhatian khusus. 

Salah satu solusi yang dapat dipertim-

bangkan  sebagai momentum Pe-

ringatan Hari Smpah Nasional 21

Februari, adalah membentuk badan na-

sional atau bahkan kementerian khusus.

Misalnya bernama Badan Manajemen

Sampah Plastik Nasional.  Tentu se-

belum badan ini dibentuk, terlebih dahu-

lu dibuat undang-undang khusus meng-

atur pengelolaan sampah plastik. Salah

satu isi dari undang-undang tersebut

mengamanahkan untuk membentuk

Badan Manajemen Sampah Plastik

Nasional  (BMSPN). 

Badan ini dibentuk dan diberi wewe-

nang undang-undang yang khusus un-

tuk mengatasi permasalahan sampah

plastik. Tugas utama badan ini dalah

menanggulangi permasalahan sampah

plastik secara menyeluruh. Sebagai con-

toh lembaga memilki wewenang mem-

buat detail dokumen manajemen plastik

nasional. Detail tersebut mengatur ma-

najemen plastik di berbagai lembaga/in-

stitusi/badan hukum hingga rumah

tangga beserta reward dan punishment-

nya. Bersama kementerian dan lembaga

terkait lainnya memasukkan unsur ren-

cana/model pengelolaan sampah plastik

dalam dokumen izin pendirian usaha,

layaknya dokumen Amdal. Mengaudit

semua lembaga/institusi/badan hukum

termasuk level kelurahan/desa secara

berkala sesuai waktu yang telah diten-

tukan. Tugas dilakukan  auditor plastik.

Penerapan audit plastik ini harus ber-

samaan  reward dan punishment yang

tegas. 

Penyumbang

Pemikiran membentuk Badan

Manajemen Sampah Plastik Nasional

hanya mencoba untuk mengatur dan

mengawasi secara ketat permasalah

sampah plastik yang selama ini tidak

pernah terselesaikan. Pembentukan

badan juga berpotensi berbenturan de-

ngan kepentingan pertumbuhan

ekonomi. Karena saat ini industri ma-

kanan dan minuman sedang berkem-

bang dengan sangat pesat, dan terma-

suk salah satu penyumbang sampah

plastik besar. Sangat dimungkinkan,

investor bidang ini akan berfikir ulang

untuk masuk ke Indonesia. Mengingat

tuntutan dari peraturan terkait mana-

jemen sampah plastik, tidak meng-

untungkan. 

Terlepas dari itu semua, model ma-

najemen sampah plastik sebaik apa-

pun tanpa kesadaran akan masa de-

pan kelangsungan kehidupan di bumi

ini, mustahil untuk bisa berjalan dengan

baik.  ❑

*) Tatag Bagus Putra Prakarsa

MSc, Dosen Prodi Biologi, Jurdik

Biologi FMIPA UNY  

TB Putra PrakarsaMemetik Pelajaran dari Setahun Pandemi 
SETAHUN sudah. Virus Korona

yang dulu sempat diremehkan para

petinggi negeri,  upaya pengendalian

penyebarannya ternyata bisa dikata-

kan, belum membuahkan hasil. Dalam

setahun ini tampak upaya melakukan

pengendalian virus agar tidak meluas

dilakukan terkesan gagap, pada awal-

nya.

Upaya memastikan pengendalian

terkesan Ôhiruk pikukÕ. Mulai  Pemba-

tasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

dan Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM), hasil-

nya belum maksimal. Presiden Joko

Widodo mengakui, PSBB dan PPKM

yang diberlakukan tak efektif. Dalam

pertemuan dengan jajaran pemimpin

redaksi media, Rabu (17/2) Presiden

menjelaskan bahwa yang dimaksud ti-

dak efektif adalah karena memang kur-

vanya tidak ada yang melandai turun.

Presiden mengajak mengingat data

kasus aktif yang terjadi. Menurutnya,

mungkin tiga minggu yang lalu, itu

masih di angka-angka 14 ribu bahkan

15 ribu. Sekarang minggu-minggu ter-

akhir kemarin ini, sudah di 8 ribu-9 ribu. 

Datanya  tidak salah! Namun yang

perlu dilihat, data angka kasus aktif da-

lam sepekan terakhir ini juga masih

fluktuatif.  Karena penambahan kasus

positif pada 15/2 secara nasional men-

capai 6.462 kasus, 16/2 berada di

10.029, 17/2 di angka 9.687, 18/2 di

angka 9.039 dan 19/2 angkanya naik

menjadi 10.624 meski di 20/2 menjadi

8.054. Apalagi kita tentu tidak bisa

mengabaikan angka kematian untuk

melihat tingkat keparahan pandemi.

Setahun berlangsung. Evaluasi

yang dilaksanakan merumuskan kebi-

jakan revisi dengan melakukan PPKM

skala mikro, sejak 9 Februari lalu. Dan

evaluasi pemerintah menyebutkan PP-

KM skala mikro termonitor bisa mene-

kan pelbagai kriteria yang ditetapkan

dalam menangani Covid-19. Selama

penerapan PPKM skala mikro, menu-

rut Ketua Komite Penanganan Covid-

19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

(KPC-PEN) Airlangga Hartarto trend

kasus aktif di 5 provinsi : DKI, Jabar,

Banten, DIY dan Jatim, berhasil turun.

Jumlah kasus aktif mengalami penu-

runan secara signifikan secara nasio-

nal, 17,27% dalam sepekan. Sehingga

pemerintah memutuskan PPKM skala

mikro Jawa Bali yang mestinya ber-

akhir 23 Februari, diperpanjang hingga

8 Maret mendatang. (KR, 21/2).  

Apa artinya? Ada banyak pelajaran

bisa kita petik dalam perjalanan se-

tahun pandemi Covid-19. Hanya se-

baiknya, kita jangan terburu-buru

melakukan klaim penurunan kasus.  

Bahkan setahun pandemi memberi

pelajaran utama bila yang  perlu diting-

katkan adalah membangkitkan ke-

sadaran semua komponen bangsa

memahami dan menyadari bila Covid-

19 memang ada dan kini, vaksinasi

perlu dilakukan. Ini adalah pengenda-

lian utama Covid-19. Selain tentu saja,

plaksanaan 3T (tracing, tracking dan

treatment) tidak boleh berhenti selama

pandemi masih terjadi. Dan disiplin 5M:

mencuci tangan, mengenakan masker,

menjaga jarak, menghindari kerumu-

nan dan mengurangi mobilitas,  tetap

harus dilaksanakan. 

Pelajaran kehidupan banyak kita da-

pat dalam setahun terjadi pandemi.

Yang pasti, semua sudah letih, ingin

kembali normal. Namun seperti kata

Juru Bicara Penanganan Covid-19

Wiku Adisasmito status Ôbebas Covid-

19Õ bisa tercapai bila Indonesia sang-

gup menunjukkan perbaikan signifikan

minimal empat indikator. Yakni penu-

runan kasus positif harian, penurunan

kasus aktif, peningkatan kasus sem-

buh, dan penurunan angka kematian.

Dan ini menuntut kesadaran, perjuang-

an dan pengorbanan semua anak

bangsa. ❑
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Apakah ada alternatif 

cara mengendalikan sampah

plastik yang lebih efektif? 

Pasti ada! 

Namun untuk menghilangkan

dalam waktu sekejab 

tidak mungkin. Penggunaan 

kantong plastik telah menjadi 

kebiasaan bahkan budaya, 

tidak hanya di Indonesia 

tetapi juga di negara-negara lain

di dunia. 

Keluarga Miniatur Masyarakat
DEKADENSI moral yang terjadi pada

beberapa aspek kehidupan multikultural

dan polarisasi kehidupan masyarakat

pada beberapa tahun terakhir telah

mengalami  arus balik kovergensi sosial

yang memprihatinkan. Hal ini ditandai

makin maraknya fenomena kekerasan

sosial yang terjadi pada kalangan rema-

ja dan anak-anak. Komisi Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI) telah mencatat

setidaknya mulai tahun 2011 sampai

tahun 2020, ada 40.081 pengaduan ke-

kerasan terhadap anak. Untuk bullying

baik di pendidikan maupun sosial media,

angkanya mencapai 2.473 laporan dan

trendnya terus meningkat. 

Keluarga merupakan satuan organi-

sasi terkecil dalam masyarakat yang

berfungsi untuk menentukan karakter

suatu bangsa. Menurut Howard Garner

dalam bukunya ÔFrame of MindÕ, kecer-

dasan dipengaruhi oleh stimulus ling-

kungan yang sering disebut Crystallizing

Experiences yaitu kekuatan energi posi-

tif dan semangat yang dimiliki anak kare-

na diperlakukan baik oleh keluarga.

Selanjutnya Paralyzing Experiences

yaitu pengalaman negatif atau

mematikan semangat seorang anak

karena kondisi tekanan di lingkungan

keluarga.

Keluarga menjadi miniatur masyara-

kat dalam mentransformasikan nilai dan

karakter. Namun sayangnya dewasa ini

keluarga telah menjadi pilihan kedua ba-

gi remaja dan anak-anak. Hal ini terjadi

karena sikap apatis anggota keluarga

antara satu dan yang lainya, sehingga

menyebabkan  ambiguitas pada psikolo-

gi dan pola pikir remaja serta anak-anak.

Hasilnya mereka lebih nyaman saat ber-

ada di luar rumah daripada di keluar-

ganya.

Di sisi yang lain, kecerdasan remaja

dan anak-anak dipengaruhi oleh faktor

internal, menurut Dr Ganiel Gole dengan

teori Emotional Quotiens (EQ) dan Paul

G Stolz memunculkan teori Advertisy

Quotiens (AQ). Selanjutnya, terakhir Lan

Marshall dan Danah Zohal dengan  teori

Spiritual Intelligences (SE). Mereka se-

pakat sehebat apapun kondisi personali-

ty genetic dari setiap anak, namun jika ti-

dak didukung lingkungan keluarga yang

baik maka akan menghasilkan insan

yang tidak bermoral.

Rekonsiliasi keluarga diperlukan un-

tuk mendukung tumbuh kembang anak

secara proporsional. Mencakup perha-

tian, kasih sayang, dan kenyamanan da-

lam keluarga. Rekonsiliasi yang dimak-

sud adalah membangun kembali komu-

nikasi yang baik antaranggota keluarga

sehingga keluarga dapat menjadi rumah

yang hangat bagi seluruh anak-anak di

Indonesia. Tempat mereka belajar, men-

dapat kepedulian, pujian, penghargaan,

dan penanaman nilai-nilai agama dan

sosial untuk saling bekerja sama dan sa-

ling mendukung. Karenanya dari keluar-

ga akan terlahir bangsa yang besar,

bangsa yang tangguh dan saling meng-

hargai dalam indahnya kebhinnekaan.

*) Eko Prasetiyo SPd MPd, Guru

dan Staf Kurikulum Madrasah MuÕallimin

Muhammadiyah Yogya.


